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BUPATI SLEMAIT

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR "/5 TAHUN 2OO9

TENTANG

*R"AIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

'i r€- r'nDang : bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

Nomor I Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan

Daerah.

1r t,:--q-at .. 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun '1950 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten daiam Lifrgkungan Daerah lstimewa

Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Keputusan Menteri Dalam I'legeri Nomor 131.34485 Tahun 2009

tentang Pemberhentian Senrentara Bupati Sleman Provinsi

Daerah lstimewa YogYakarta;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor B Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah KabuPaten Sleman;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor I Tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman.

2.
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1,,=*,,_-_s/.AN :

l''fenetapkan:PERATURAN BUPATI sLEi,lAN TENTANG URATAN TUGAS,

FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ialam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

' Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

I Bupati ialah Bupati Sleman.

3 Kantor Perpustakaan Daerah adalah Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten

S er"ran.

I (epala Kantor ialah Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman.

I Sahuan organisasi adalah subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional pada

5,a'rtcr- Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman.

i (ecala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Kantor Perpustakaan

I aerah Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

' *l"a-:ci Ferpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah

.,":-: dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

arr':! <eoada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I * a-'i:' Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

=+-.':tahan daerah di bidang perpustakaan.

I **a.t:. Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas
; - --

, ,uru-usan kebijakan teknis bidang perpustakaan;

: Fe aksanaan tugas bidang perpustakaan;

1 ;,sr,!nelenggaraan pelayanan umum bidang perpustakaan;

: r,e,-nbinaan pengelolaan perpustakaan, dan

:. :e:aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

;- - 3sinY?.

menyelenggarakan

dengan tugas dan



Pasal 3

ri1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;

d. Seksi Pelayanan dan lnformasi Perpustakaan;

e. Seksi Pemberdayaan Perpustakaan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

'2,1 Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

3r Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Ketornpok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh

bnraga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab

recada Kepala Kantor metalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tersebut

dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Slrrrna,glan Tata Usaha mempunyai tugas rnenyelenggarakan urusan umum,

ffgselgfrffiian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan

ilups saf,.lan organisasi.

Pasal 5

fug'egian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

&. Hlyr.rsunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha,

u ffiT,mnusan kebijakan teknis ketatausahaan;



c. penyelenggaraan urusan surat-menvi.r'ai <earsrpan, kepustakaan, dokumentasi,

informasi, perlengkapan, dan rumah tar^gga:

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,

kepangkatan, hak dan kewajiban pegarvai, pembinaan pegawai serta tata usaha

kepegawaian;

e. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan

keuangan;

f. pengoordinasian penyusunan rencana kerja;

g, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;

h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan

r evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata

Usaha.

Bagian Kedua

Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 6

Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan

:erEolahan dan pengelolaan bahan perpustakaan.

Pasal 7

S,e*sl Pengolahan Bahan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas mempunyaifungsi:

i penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan;

: E€rurmusan kebijakan teknis pengolahan bahan perpustakaan;

: oenyelehggaraan pelaksanaan akuisisi bahan perpustakaan;

: ren'yelenggaraan pengolahan bahan perpustakaan;

s 6snyelenggaraan pengelolaan koleksi perpustakaan;

' ner..1/elenggaraan pelestarian dan pemeliharaan bahan perpustakaan; dan

; e,.aluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengolahan

B.ahan Perpustakaan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanart dan lnformasi

Pasal B

hrics, Ferayanan dan lnformasi mempunyai ttrgas menyelenggarakan pelayanan

wr'..lsia kaan dan informasi.



Pasai 9

Seksi Pelayanan dan lnformasi Perpustakaan dalam melaksanakan tugas mempunyai

tungsi:

a, penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan dan lntbrmasi;

b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan informasi;

c. penyelenggaraan penyajian dan penataan koleksi perpustakaan;

d. penyelenggaraan pelayanan sirkulasi, referensi, dan audio visual;

e. penyelenggaraan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;

f. penyelenggaraan pelayanan perpustakaan kelilingi dan

E. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan dan

lnformasi.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Perpustakaan

Pasal 10

$eksi Pemberdayaan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan,

crnberdayaan, dan pengembangan perpustakaan.

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas mernpunyaifungsi:

a p€nyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Perpustakaan;

i perumusarr kebijakan teknis pemberdayaan perpustakaan;

i oenyelenggaraan pengembangan otomasi perpustakaan;

: penyelenggaraan pengembangan budaya gemar membaca dan budaya tulis

rasyarakat;

s p'emyelenggaraan pembinaan perpustakaan;

i penyetenggaraan pengembangan perpustakaan; dan

S sraluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan

treroustakaan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

l(em"lpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

rr"sn#.or Perpustakaan Daerah sesuai dengan keahlian.

* **r'irs dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.



BAB ['J

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Kantor Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

(2) Setiap kepala satudn organisasi datam melaksanakan tugas wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-

masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 14

Kepala Kantor datam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

Bupati.

Kepala Kantor menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara

berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan Kepala Kantor.

Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan taporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor secara berkala melalui Kepala Subbagian

Tata Usaha.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan

organrsasr.

Kepala Subbagian'[ata Usaha

satuan organisasi berdasarkan

laporan secara berkala.

Pasal lT

Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap

arahan Kepala Kantor, dan wajib menyampaikan
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(2) Setiap kepala satuan organisasi vra'b T?-l?',,i?Si pelaksanaan tugas bawahannya

dan mengambil langkah yang Crper';<:- sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasai 1B

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala

satuan organisasi di bawahnya.

(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya

rnengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 19

Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan

dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan.

Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

S..rsunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor

Fepustakaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

: er'laku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

:aja saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor

1- (ec KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

reia Tata Kerya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dicabut dan dinyatakan tidak

:€'aku,



Paserl?2.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada hrggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, nemerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sleman'

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 12 orrt oter 2 oo9

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 12 oktcb.r ?ico

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

SUTRISNO

BERTTA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 27 SERI I

SRI PURNOMO
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